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RINGKASAN 

Penagihan dengan Penempelan Stiker Oleh Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Pajak Daerah Kota Surabaya; Rachmy Sekar Indah Santry Sagala, 

170903101032; 2020: xxx halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan kewenangan yang luas, 

salah satu konsekuensinya ialah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.Setiap daerah 

dituntut untuk untuk selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Darah 

(PAD). Penigkatan PAD akan tercapai jika menggali semaksimal mungkin 

sumber-sumber PAD yang berpotensial dan memiliki pengaruh besar. Pajak 

Daerah merupakan salah satu bagian sumber bagi PAD. Terdapat sebelas jenis 

pajak yang menjadi pajak kabupaten/kota  salah satunya yaitu pajak hotel. Dengan 

menggali, mengelola dan meningkatkan dan memanfaatkan potensi pajak daerah 

maka PAD akan meningkat. Begitu juga dengan Kota Surabaya untuk 

meningkatkan pajak daerah yang dapat memaksimalkan PAD, maka diharap kota 

Surabaya dapat memaksimalkan potensi yang ada. 

Kota Surabaya dikenal dengan kota sebagai kota industri besar dan kota 

komersial menjanjikan di Indonesia . Kota tujuan untuk para investor berbisnis 

setalah Jakarta, salah satunya investasi di bidang hotel. Kota Surabaya juga 

memiliki berbagai wisata yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya 

memiliki potensi di sektor pariwisata yang sudah berkembang dan perlu 

ditingkatkan lagi untuk lebih maksimal. Dengan meningkatnya kunjungan 

wisatawan ke Surabaya, investasi di bidang hotel semakin meningkat. Dengan 

semakin banyak hotel di Kota Surabaya semakin banyak juga pajak yang dapat 

dipungut sebagai sumber PAD. Kota Surabaya terus menggali potensi di bidang 

pajak hotel yang dapat meningkat PAD dengan berbagai cara salah satu dengan 
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meningkatkan kesadaran para investor di bidang perhotelan untuk rajin membayar 

pajak . Salah satu cara yang telah dilakukan adalah penempelan stiker cara baru di 

bidang penagihan BPKPD Kota Surabaya . Sejak tahun 2017 sebenarnya sebelum 

dari adanya pelaksanaan penempelan stiker pajak hotel sudah menjadi termasuk 

pemasok anggaran besar setelah restoran akan tetapi demi meningkatnya PAD 

bidang penagihan BPKPD terus berupaya dan menemukan ide yaitu penempelan 

stiker yang akan dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran 

akan  kewajibannya.  

Kegiatan praktik kerja nyata ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker terhadap PAD Kota Surabaya 

untuk rentang waktu yaitu dari tahun 2017 s/d 2019. Adanya pelaksanaan 

penempelan stiker terjadi ditahun 2017 s/d 2019 sebelum terlaksananya 

penempelan stiker ada beberapa cara yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya 

jika terjadi ketidak sesuaian dalam pembayaran pajak Wajib Pajak  yaitu dengan 

cara Silent (diam-diam). Silent ( diam-diam) merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh staff bidang penagihan dengan diam diam , berlaku seperti wisatawan yang 

menginap di hotel melihat apakah di bill tertera pajak yang harus dibayar oleh 

wisatawan atau tidak karena jika tidak tertera akan dipertanyakan bagaimana 

pembayaran pajaknya. Apabila terjadi kurang bayar makan BPKPD akan 

memberikan SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ) . Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari target dan realisasi penerimaan 

pajak hotel, dan PAD pada tahun 2017 s/d 2019 yang diperoleh dari BPKPD .  

Hasil praktik kerja nyata menunjukkan bagaimana penagihan pajak hotel   

penempelan stiker di tahun 2017 s/d 2019 berada dalam kategori sangat efektif 

karena persentase dari tingkat efektivitasnya diatas 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah daerah  kota Surabaya dibantu oleh BPKPD kota Surabaya 

berhasil dalam  mencapai target pajak hotel yang telah ditetapkan.  

Kata Kunci : Penagihan,  Pajak Hotel, PAD 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan, dan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Serangkaian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya 

menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah 

meliputi pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu 

perangkat perangkat daerah. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

atau disebut Desentralisasi.  

Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan Pemerintahan oleh 

Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Adanya desentralisasi berdampak positif pada pembangunan daerah otonom 

menjadikan mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan 

nasional. Kewenangan desentralisasi memiliki konsekuensi untuk daerahnya yaitu 

harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang 

menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk bisa 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat ditempuh dengan cara 

menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang 

memiliki potensi tinggi. Upaya peningkatan PAD menjadi peluang dan tantangan 

bagi pemerintahan daerah, menjadi peluang bagi pemerintah daerah yang mampu 
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mengelola dengan baik untuk mendapatkan sumber penerimaan sebanyak 

mungkin dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang kurang mampu 

mengelola sumber penerimaannya untuk terus berinisiatif bagaimana caranya agar 

memperoleh penerimaan sebanyak mungkin. Dengan meningkatnya PAD 

diharapkan mampu melepas ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.  

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

pengelolaan bersumber seperti dari hasil pajak daerah,hasil retribusi daerah, basil 

pengelolaan kekayaan daerah  dan dipungut oleh pemerintah daerah yang dapat 

digunakan oleh pemerintahan daerah untuk pembiayaan dan pembangunan daerah 

tersebut. Pendapatan Asli Daerah menjadi sebuah tolak ukur dalam pelaksanaan 

otonomi daerah karena semakin tinggi pembiayaan atas pembangunan daerah 

menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi 

daerah .   

Pajak daerah merupakan salah satu elemen dari pendapatan asli daerah. 

Menurut pasal 1  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah , yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat .Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

yang digunakan pembiayaan segala pembangunan dan pemfasilitasan bagi warga 

Indonesia. Pajak dipungut dari masyarakat dan menjadi kewajiban yang dapat 

dipaksakan penagihannya. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang berpotensi 

besar, sektor pajak adalah pilihan yang tepat karena selain jumlah penerimaan 

yang stabil juga sebagai bukti dari partisipasi dan kepedulian masyarakatnya 

terhadap pembiayaan pembangunan.  

Menurut Wicaksono dan Pamungkas (2017) perpajakan terbagi menjadi 

dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdapat pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota .Terdapat sebelas ( 11 )  jenis pajak yang 
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menjadi bagian dari pajak kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan ( PPJ ), Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ).Salah satu jenis pajak daerah yang 

terdapat di dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah Pajak Hotel. Pajak 

Hotel merupakan salah satu faktor penunjang berpengaruh dalam perekonomian 

suatu daerah/kota. Hotel dikatakan sebagai salah satu  penunjang karena selain 

sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan, juga menjadi tempat para 

investor untuk menanamkan usahanya di bidang perhotelan serta sebagai lapangan 

kerja bagi masyarakat. Dengan menggali, mengelola dan memanfaatkan sebaik 

mungkin potensi pajak daerah yang ada maka PAD dapat meningkat.  

 Kota Surabaya merupakan salah satu contoh daerah industri besar di 

Indonesia dan sebagi pusat perekonomian masyarakat Jawa Timur. Sebagai salah 

satu kota komersial menjanjikan di Indonesia, Surabaya adalah tujuan berbisnis 

kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya memiliki fasilitas- fasilitas infrastrktur yang 

cukup lengkap, apalagi disetiap tahun banyak pembangunan hotel. Peningkatan 

kedatangan wisatawan setiap tahun baik domestik maupun mancanegara karena 

beragam objek wisata yang patut dikunjungi, khususnya wisata bersejarah seperti 

museum pendidikan, museum sampoerna, ,monumen kapal selam, dan masih 

banyak lagi tempat bersejarah dan masa kini yang wajib dikunjungi . Dengan 

meningkatnya kunjungan wisatawan dan investor ke Surabaya, Banyaknya 

investor yang mendirikan hotel di Kota Surabaya membuat pertumbuhan hotel di 

Surabaya semakin meningkat,investasi hotel di Surabaya semakin meningkat, 

karena para investor merasa terjanjikan jika menanamkan modalnya di bidang 

perhotelan. Salah satu alasan yang menjadikan banyaknya investor terus menerus 

mengembangkan hotel di Surabaya karena lokasi yang strategis dan tenaga kerja 

yang mudah didapat serta antusias para masyrakat yang selalu memberikan reaksi 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pusat berbisnis Surabaya juga 

menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi di bidang pariwisata yang 
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berketerikatan dengan bisnis yang dapat dikembangkan sehingga dapat 

memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak hotel yang akan menambah PAD.  

 Sama halnya dengan yang dilakukan Kota Surabaya untuk meningkatkan 

pajak daerah yang  dapat mempengaruhi kenaikan PAD banyak hal yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan angka penerimaan 

dari sektor pajak daerah yaitu pajak hotel agar selalu meningkat. Metode 

penagihan pajak yang dibuat sedemikian kreatif dan beda dari kota yang lain 

maka diharapkan Kota Surabaya dapat menggali, mengelola dan meningkatkan 

potensi yang ada dengan berbagai cara. Pajak hotel adalah salah satu dari 

kewenangan pemerintah daerah/kota yang dilimpahkan kuasa pengelolaannya dari 

pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Hotel “pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

hotel” . Pajak hotel di Kota Surabaya memiliki potensi relatif besar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dibanding jenis pajak lainnya. Objek pajak hotel adalah 

pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikn kemudahan dan 

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. Instansi yang memiliki kekuasaan untuk 

mengelola pajak daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota 

Surabaya. Pendapatan daerah Kota Surabaya terus mengalami peningkatan 

penerimaan dari pajak daerah yang signifikan dimulai dari tahun 2017 s/d 2019 

khususnya di sektor Pajak Hotel, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1        

Tabel 1.1  Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 

Anggaran 2017 s/d 2019 

No Tahun Target Penerimaan 

( Rp ) 

Realisasi 

( Rp ) 

Persentase 

( % ) 
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1 2017 222.421.087.816 233.793.472.823 105,11% 

2 2018 251.208.677.510 266.962.722.475 106,27% 

3 2019 295.510.008.073 296.100.414.959 100,20% 

 Sumber : BPKPD Kota Surabaya (2020) 

 Tabel 1.1 menjelaskan target realisasi dan penerimaan dari pajak hotel 

tahun 2017 s/d 2019 di Kota Surabaya terlihat jelas bahwa memiliki target dan 

penerimaan yang meningkat secara signifikan dari pajak hotel. Usaha Pemerintah 

Kota Surabaya untuk terus mengoptimalkan peningkatan pajak hotel selain 

penyuluhan dan memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak.  

Pada tahun  2017 realisasi dari penerimaan pajak memperoleh sebesar Rp. 

233.793.472.823 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 

222.421.087.816 . Pada tahun 2018 realisasi dari penerimaan pajak memperoleh 

sebesar Rp.  266.962.722.475 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 

Rp. 251.208.677.510 . Pada tahun 2019 realisasi dari penerimaan pajak 

memperoleh sebesar Rp. 296.100.414.959 melebihi dari target yang ditetapkan 

yaitu Rp. 295.510.008.073 . Target dan Realisasi yang berada di tabel merupakan 

suatu bentuk kesuksesan Kota Surabaya khususnya di bidang penagihan BPKPD 

karena realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan. Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah adalah instansi yang berfungsi mengelola pendapatan 

daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah kota Surabaya. Tugas 

BPKPD membantu Walikota dalam  melaksanakan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah  dan  tugas pembantuan. Dalam melakukan pentuan 

target penerimaan pajak per tahun, BPKPD melakukan koordinasi dengan Badan 

Perencanaan Kota Surabaya ( BAPEKO) dan Walikota .   

Pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah memiliki cara kreatif dan unik di bidang penagihannya, Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah membantu Pemerintahan Daerah dalam  

membuat para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak secara rutin 

dan mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang yaitu 

dengan memberikan surat teguran beserta BAP, penempelan stiker dan dapat 
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mengajukan angsuran serta melakukan kegiatan Silent guna mengawasi Wajib 

Pajak dalam melaksanakan pembayarannya apakah sudah sesuai dengan yang 

dibayarkan atau tidak. Penempelan stiker dilakukan jika hutang pajak terlampau 

besar dan Wajib Pajak tidak mampu melunasi pada saat itu juga, karena 

pemungutan pajak hotel telah diberlakukan secara MPS ( Menghitung Pajak 

Sendiri ) bukan lagi dengan cara Taksasi ( non MPS ) . Sehingga diberlakukan 

penempelan stiker pada tahun 2017 terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2017 pasal 19 tentang sanksi administrasi sebagai bentuk penertiban pada 

wajib pajak yang kurang rajin melakukan  pembayaran pajak tepat waktu. 

Sebelum dilakukan penempelan stiker untuk wajib pajak akan diberikan surat 

teguran 1 terlebih dahulu, surat teguran 1  berguna  bagi wajib pajak yang jatuh 

tempo pembayaran melebihi 7 (tujuh) hari kemudian jika wajib pajak masih tidak 

menghiraukan akan diberikan kembali surat teguran 2  seterusnya jika belum ada 

niatan untuk membayar akan diberikan kembali surat teguran ke 3. Jika wajib 

pajak masih tidak menghiraukan hingga surat ke 3 serta tidak ada niatan untuk 

mengajukan keberatan pembayaran dengan surat perjanjian angsuran bermaterai 

maka akan dilaksanakan penempelan stiker oleh bidang penagihan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya kepada Wajib Pajak 

yang mengutang pajak.   

Pemberian surat teguran 1, 2 dan 3 merupakan salah satu cara yang sudah 

lama diterapkan dan memang sangat efektif sedangkan penempelan stiker kepada 

wajib pajak merupakan ide baru yang dilaksanakan dari tahun 2017. Bisa kita 

lihat berdasarkan Tabel 1.1 dari tahun 2017 telah diterapkannya penempelan stiker 

semakin pesat penerimaan realisasi penerimaannya. Dari keterangan diatas 

mengenai penempelan stiker penulis tertarik untuk menulis tugas akhir untuk 

mengetahui bagaimana penagihan pajak hotel dengan  penempelan stiker terhadap 

Pendapatan Asli Daerah karena ide penempelan stiker merupakan ide yang baru 

yang sepertinya belum dilakukan di kota kota lain . .Dengan mengetahui kegiatan 

penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker dapat terlihat apakah ide 

Penempelan Stiker ini bisa membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak 
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daerah khusunya pajak hotel di Kota Surabaya serta menunjukkan bagaimana 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai target penerimaan yang telah 

ditetapkan serta melihat perkembangan penerimaan pajak daerah khusunya pajak 

hotel dengan pelaksanaan penempelan stiker yang telah dilakukan sejak tahun 

2017 untuk perkembangan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya .   

  Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana efektivitas dari penagihan dengan penempelan stiker maka penulis 

mengangkat judul Laporan Tugas Akhir tentang “Penagihan Pajak Hotel 

dengan Penempelan Stiker oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah 

Kota Surabaya”    

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada uraian diatas, maka topik  dari 

permasalahan yang akan  dibahas pada Laporan Tugas Akhir adalah “Bagaimana 

pelaksanaan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya”   

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Laporan Tugas Akhir merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi  Program Studi Diploma III 

Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya memiliki tujuan dan 

manfaat, yaitu:  

 

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk dapat mengetahui 

bagaimana pelaksanaan penagihan pajak hotel dengan penempelan stiker oleh 

Badan Pengeolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.   

 

1.3.2  Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir antara lain sebagai berikut :  
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a. Bagi Mahasiswa 

1. Menambah wawasan penulis terutama mengenai efektifitas penagihan 

pajak hotel Kota Surabaya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah  

2. Membandingkan antara teori yang telah diperoleh saat di bangku 

perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya, khususnya dalam 

perbandingan pada mata kuliah pajak daerah.  

b. Bagi Universitas Jember  

1. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi ilmu pada lingkungan universitas. 

2. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar di Universitas 

Jember, khususnya Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Daerah Kota Surabaya  

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antar Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Pajak Daerah dengan Universitas Jember untuk 

kerjasama lebih baik bersifat akademisi maupun bersifat organisasi; 

2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya peningkatkan 

pelaksanaan penagihan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan 

pajak hotel . 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengetahuan Umum Seputar Perpajakan 

2.1.1  Definisi Pajak 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 

ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo 

(2016:1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” 

Dari beberapa uraian mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa Pajak 

merupakan sumber penerimaan negara berasal dari rakyat yang digunakan untuk 

membayar keperluan pengeluaran umum negara untuk meningkatkan 

kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan dengan Undang-undang serta 

aturan pelaksanaan yang berlaku, dan dapat dipungut oleh Pemerintah pusat 

maupun daerah. 

Pajak yang diperoleh sangat mempengaruhi perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Asmadani dkk (2020) menyatakan bahwa 

pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Pendapatan Negara bergantung 

dengan adanya pajak karena dengan adanya pajak karena pajak menjadi kontribusi 

terbesar yaitu lebih dari 75% merupakan sebagai sumber pendapatan Negara. 

Partisipasi masyarakat untuk taat dan patuh dalam pembayaran tanggungan 

pajaknya karena pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak tersebut juga akan 
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digunakan untuk pembiayaan segala sesuatu yang bermanfaat bagi segala 

kemakmuran masyarakatnya.   

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya 

2. Fungsi mengatur (regulerend )  

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”   

2.1.3  Syarat Pemungutan  Pajak 

Syarat pemungutan pajak menurut Adama Smith dalam Waluyo (2017:13), 

menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas berikut agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka diharuskan memenuhi 

beberapa syarat sebagai berikut :  

1.  Equality 

Pajak Harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

2. Certainty  

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang oleh pihak 

otorisasi pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib mengetahui 

secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus 

dibayar, serta batas waktu pembayaran.  

3. Convenience 

Kapan Wajib Pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.  

4. Economuy 
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Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya ppemenuhan 

kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum 

mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

yaitu : 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak: 

Ciri-ciri: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus, 

b. Wajib pajak bersifat pasif, 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan 

pajak oleh fiskus 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu pemungutan pajak yang memeberi wewenang 

keoada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. 

Ciri-ciri:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada Wajib Pajak sendiri, 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanyak mengawasi. 

c. Withholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


12 
 

Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

Ciri-ciri; wewenang memotong atau memungut pajak yang 

terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fikus dan 

Wajib Pajak.  

2.1.5   Jenis Pajak  

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang 

dikelompokkan menjadi 3, yaitu : 

1. Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau 

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau 

pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak 

yang bersangkutan, 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau 

pihak ketiga. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Ekspor, dan Pajak Bea Masuk. 

2. Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, 

Contoh: Pajak Penghailan (PPh) 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya 

memperhtikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, 

perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 

Pajak) dan tempat tinggal. 
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3. Menurut Lembaga Pemungut  

a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya, 

Contoh : 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

4) Bea Materai  

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

6) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun 

daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-

masing”.  

 Menurut Puspita dan Wicaksono (2017), Pajak Daerah meliputi 5 jenis 

Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri 

dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Untuk 

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bkan Logam dan Batuan, 

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

2.2 Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan 
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daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan 

pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana 

dibawah ini :   

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Dana Perimbangan;dan 

3) Lain-lain Pendapatan   

Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah; 

b. Penerimaan pinjaman daerah ; 

c. Dana cadangan daerah;dan 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendapatan daerah dalam hal ini 

pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan 

daerah pada kenyataannya belum memberikan sumbangan bagi pertumbuhan 

daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan mengoptimalkan 

pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 Pendapatan Asli 

Daerah bersumber dari :  

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;dan 

d. Lain-lain PAD yang sah.  

 Besarnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan suatu 

daerah dari bantuan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah harus mampu 

menggali sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut agar pendapatan asli 

daerah yang diperoleh mampu membiayai kebutuhan rumah tangga daerah itu 
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sendiri. Upaya dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah dapat 

dilihat dari pelaksanann pajaknya . 

2.3 Pengetahuan Umum Seputar Pajak Daerah 

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah 

pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

Undang-undang dan  pelaksanaannya sesuai aturan yang ditetapkan untuk 

membiayai pengeluaran daerahnya. 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah  

Dasar hukum pajak daerah adalah:”Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. 

2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah  

Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

adalah sebagaimana dibawah ini: 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 2%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10% ; 

4) Pajak Air Permukaan 10%;dan 

5) Pajak Rokok 10% 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

1) Pajak Hotel 10%; 
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2) Pajak Restoran 10%; 

3)  Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Reklame 25%; 

5) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20%; 

7) Pajak Parkir 30%; 

8) Pajak Air Tanah 20%; 

9) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;dan 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 

 

2.4 Pengetahuan Umum Seputar Pajak Hotel  

2.4.1 Pengertian Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 

ayat 9 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.   

2.4.2 Objek Pajak Hotel  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 pasal 

3 ayat 2 tentang Objek Pajak Hotel adalah;”Pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga 

dan hiburan. Sebagaimana dimaksud jasa penunjang adalah fasilitas telepon, 

faksimilie, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan 

failitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. 

Termasuk dalam objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah :  

a. Hotel; 

b. Motel; 

c. Losmen; 

d. Gubug pariwisata; 
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e. Wisma pariwisata; 

f. Pesanggrahan;  

g.  Rumuah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) 

dengan nilai sewa kamar paling sedikit Rp. 750.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per kamar ,dan; 

h. Rumah penginapan  

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 

pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah; 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya; 

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan; 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti 

jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 

umum.     

  

2.4.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yang 

menjadi subjek dan wajib pajak hotel sebagai berikut ; 

a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan hotel.  

b. Wajib pajak hotel adalah  orang pribadi  atau badan yang 

mengusahakan hotel. 

 

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel  
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Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dasar pengenaan 

pajak hotel adalah jumlah  pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 

hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan rumah kos 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Besaran pokok pajak hhotel yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.  

2.4.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, masa 

pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak 

hotel yang terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran dan/atau yang 

seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel 

atau pada saat disampaikan STPD.   

2.5 Dasar Penagihan Pajak 

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses penagihan 

pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:  

a.  Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan, 

b. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu 

penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan 
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penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

(SPMP), sampai dengan pelaksaan lelang. 

Penagihan pajak dibagi menjadi 2 jenis secara umum yaitu : 

1. Penagihan pasif.  

Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar 

penagihan pajak aktif, tidak melakukan tindakan nyata kepada Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak. Kegiatan 

penagihan pasif meliputi penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan hingga penerbitan Surat 

Teguran oleh seksi penagihan. 

2. Penagihan aktif 

Penagihan pajak aktif  adalah keseluruhan yang merupakan tindakan 

lanjut dari penagihan pasif  dimulai dari pemberitahuan Surat Teguran 

.Dalam penagihan pajak aktif Wajib pajak akan diberi surat teguran 

agara segera setor STP, jika Wajib Pajak sudah menyetor angka dan 

telah membayar akan mendapatkan SSP (Surat Setoran Pajak ) adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

menggunakan formulir melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.  

Salah satu bentuk penagihan aktif di Kota Surabaya yang dilakukan 

oleh petugas bidang penagihn ialah memberikan Surat Teguran secara 

langsung kepada Wajib Pajak dengan  mendatangi usaha hotel Wajib 

Pajak yang dituju dan melaksanakan penempelan stiker untuk hotel 

Wajib Pajak yang belum melakukan pelaporan atau pembayaran sama 

sekali . Penempelan Stiker telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Surabaya Nomor 1 Tahun  2017 sebagai bentuk sanksi administrasi 

kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.   
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1  Lokasi  dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata  

3.1.1 Lokasi Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pajak Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan. Jimerto No.25-27, 

Ketabang, Kecamatan.Genteng, Kota Surabaya pada bidang penagihan. 

3.1.2  Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

1170/UN25.1.2/SP/2020 yaitu dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 

tanggal 30 April 2020 ini di BPKPD Kota Suarabya . Adapun pelaksanaan 

kegiatan ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di BPKPD Kota Surabaya. 

 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Juma’t 08.00-15.00  11.00-13.00  

Sabtu s/d Minggu Libur Libur 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (2020) 

3.1.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah wajib Program Studi 

Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Jember yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. 

Persyaratan dilaksakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan  Praktik 

Kerja Nyata, apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 106 SKS dari 

jumlah 111 SKS yang harus diselesaikan. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dapat 

dilaksanakan di lembaga pemerintahan, perusahaan milik negara, perusahaan 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21 
 

milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang terkait. Praktek 

Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh 

Program Studi Diploma III Perpajakan.  

Praktik Kerja Nyata dilaksanakan penulis melalui beberapa tahapan, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Pemograman  

Setiap mahasiswa sebelum melaksanakan Praktik Kerja Nyata, 

diwajibkan untuk melaksanakan pemograman Kartu Rencana Studi 

(KRS) dengan mata kuliah yang ditempuh Praktik Kerja Nyata dan 

Laporan Hasil Praktik Kerja Nyata. 

b. Penentuan Lokasi Praktik Kerja Nyata  

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan menempuh minimal 

106 SKS dapat menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata meliputi 

lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD).  

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk cara mencari tahu persyaratan  yang 

diperlukan untuk melakukan Praktik Kerja Nyata dilokasi tersebut. 

apabila telah terpenuhi maka mahasiswa mengantarkan proposal 

Praktik Kerja Nyata beserta dengan surat pengantar Praktek Kerja 

Nyata yang berasal dari fakultas. 

d. Surat Balasan 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan 

kepada pihak fakultas dibagian Program Studi Diploma III 

Perpajakan. 

e. Surat Tugas  

Mahasiswa akan menerima surat tugas dari fakultas. Fakultas akan 

memberikan dua surat tugas, yaitu surat tugas magang dan surat tugas 

dosen supervisi.  

f. Melaksanakan Praktik Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud. 
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3.2 Ruang Lingkup Praktik Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan kegiatan pembuatan Tugas Akhir oleh penulis dengan 

judul”Efektivitas Penagihan Dengan Penempelan Stiker Terhadap Penerimaan  

Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”. 

Penulis ditempatkan di bidang penagihan . 

 

3.2.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata  

Kegiatan rutin yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja Nyata pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Kegiatan setiap 

harinya dimulai pukul 08.00 WIB. Rincian kegiatan selama penulis berada di 

tempat kegiatan.  

Tabel 3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan 

 

Kegiatan 

 

 

Hasil Kegiatan 

 

(a) (b) (c) (d) 

1 Senin, 2 Maret 

2020 

Penanggungjawab : 

Ibu Nurhayati S.E, 

M.M 

a. Penempatan pada 

bidang penagihan 

b. Pengenalan 

c. Belajar memahami 

kegiatan apa saja 

yang berada di 

BPKPD Kota 

Surabaya 

 

a. Dapat mengetahui 

bidang penagihan 

di BPKPD Kota 

surabaya 

b. Dapat berkenalan 

dengan seluruh 

karyawan BPKPD 

bidang penagihan 

c. Dapat mengetahui 

kegiatan yang 

dilakukan di BPKPD 

Kota Surabaya 
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bidang penagihan 

 

2. 

 

Selasa, 3 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Diberi waktu 

untuk membaca 

dan mempelajari 

tentang peraturan 

daerah yang 

digunakan oleh 

BPKPD Kota 

Surabaya 

b. Diberi arahan 

bagaimana cara 

mengecek update 

pembayaran 

Wajib Pajak 

Hotel “ abc “ 

melalui aplikasi 

“p” 

 

a. Dapat mengetahui 

peraturan apa saja 

yang digunakan di 

BPKPD Kota 

Surabaya 

b. Dapat mengetahui 

bagaimana cara 

mengecek status 

pembayaran 

Wajib Pajak Hotel    

 

3. 

 

Rabu, 4 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Diberi arahaan 

bagaimana membuat 

surat teguran melalui 

aplikasi”p”  

 

Dapat mengetahui 

bagaimana membuat 

surat teguran  
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4. 

 

 

 

 

 

Kamis, 5 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

 

Mempraktekkan cara 

membuat surat teguran  

 

 

Agar dapat 

mengetahui cara 

membuat surat 

teguran  

5. Jumat, 6 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Diberi arahan bagaimana 

cara membuat Surat Berita 

Acara Penagihan ( BAP ) 

Melalui aaplikasi 

“p” 

Dapat mengetahui 

cara membuat 

Surat Berita 

Acara a.  

 

6. 

 

Senin, 9 Maret 2020 

Penanggungjawab:  

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E.  

 

 

 

 

Melakukan Wawancara 

terkait sistem pemungutan 

di Kantor BPKPD yaitu 

Taksasi dan MPS  

 

Dapat mengetahui 

Perbedaan taksasi 

dan MPS  

 

7. 

 

Selasa, 10 Maret 2020  

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Mencetak surat BAP 

 

Dapat mengetahui 

bagaimana cara 

mencetak surat 

BAP  

 

 

 

8. 

 

Rabu, 11 Maret 2020  

Penanggungjawab: 

a. Ibu Nurhayati 

 

Menyiapkan Surat 

Teguran dan BAP serta 

stiker untuk melakukan 

 

Dapat 

mengetahui 

bagaimana 
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S.E, M.M 

b. Bapak Taufan 

 

penagihan dan 

penempelan stiker di 

lapangan 

kegiataan 

penagihan 

dengan 

penempelan 

stiker di 

beberapa 

hotel. 

 

9.  

 

Kamis, 12 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

 

 

 

 

Mengecek update 

pembayaran Wajib Pajak 

hotel di aplikasi ”p” 

 

Dapat 

mengetahui 

Wajib Pajak 

yang sudah 

atau belum 

membayar 

pajaknya   

10. Jumat, 13 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu Aprilia, 

S.E.   

a. Merekap update 

status pembayaran 

Wajib Pajak hotel 

melalui excel  

b. Melakukan 

Wawancara terkait 

tata cara Penagihan  

 

Dapat mengetahui 

bagaimana 

merekap status 

pembayaran 

Wajib Pajak 

Hotel  

 

11. Senin, 16 Maret  

2020 

Penanggung Jawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E.  

a. Meng-scan surat 

teguran dan BAP 

yang telah 

diterima oleh 

wajib pajak  

a. Dapat 

mengetahui cara 

menyimpan 

arsip surat 

teguran dan 
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b. Meminta data 

terkait Pajak 

Hotel  

BAP yang telah 

diterima Wajib 

Pajak melalui 

aplikasi “p” 

b. Mendapatkan 

data yang 

dibutuhkan  

12. Selasa, 17 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

 Bapak Taufan  

Melakukan 

Wawancara 

terkait penagihan 

pajak hotel 

dengan 

penempelan 

stiker  

Dapat mengetahui 

bagaimana awal adanya 

penempelan stiker dan 

peraturan yang terkait .  

    

 

13. 

 

Rabu, 18 Maret 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E.  

 

Mengecek dan 

menyamakan update 

pembayaran angsuran 

pajak hotel yang 

terdapat di aplikasi 

dengan arsip 

 

 

Dapat mengetahui hotel 

mana saja yang belum 

membayar angsuran 

14. Kamis, 19 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda  

Melakukan diskusi 

perihal pajak hotel di 

BPKPD  

Mengetahui lebih 

banyak tentang pajak 

hotel di BPKPD  

15. Senin, 20 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Melakukan diskusi 

perihal pajak hotel di 

BPKPD 

Mengetahui lebih 

banyak tentang pajak 

hotel di BPKPD  
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 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

 

16. Senin, 23 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Berdiskusi tentang 

tarif dan sanksi dari  

pajak hotel  

Mengetahui tarif dan 

bermacam sanski dari 

pajak hotel  

 

17.  Selasa, 24 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E.  

Berdiskusi mengenai 

permasalahan hotel 

yaitu hotel yang tutup 

tetapi masih memiliki 

hutang pajak di 

BPKPD  

 

Mengetahui solusi dari 

permasalahan tersebut  

 

 

18. Kamis, 26 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Nurhayati, S.E. 

M,M 

Berdiskusi mengenai 

target dan realisasi 

penerimaan pajak 

hotel yang ada di 

BPKPD  

Mengetahui besar 

target dan 

penerimaan dari 

pajak hotel yang 

diperoleh pada 

tahun tersebut  

19. Jum’at, 27 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

Bapak Taufan  

Berdiskusi mengenai 

Target dan Realisasi 

Pajak Hotel di 

BPKPD  

Mengetahui efektif apa 

tidaknya penagihan pajak 

hotel dari perbandingan 

target dan realisasi  

20. Senin, 30 Maret 

2020 

Penanggungjawab: 

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Melakukan diskusi 

tentang sanksi 2% 

untuk Wajib Pajak 

Dapat mengetahui fungsi 

dari sanksi 2% untuk 

Wajib Pajak 
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21. Selasa, 31 Maret  

2020 

Penanggungjawab  

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Berdiskusi mengenai 

Surat Teguran  

Mengetahui kapan 

diberikannya surat teguran 

1, 2, 3 beserta jangka 

waktunya 

22. Rabu, 1 April 2020 

Penanggung jawab: 

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Berdiskusi  mengenai 

penentuan target  

Mengetahui bagaimana 

proses penentuan target 

untuk pertahun dan siapa 

saja yang ikut andil dalam 

penentuan target  

23. Kamis, 2 April 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E.  

Berdiskusi mengenai 

perjanjian angsuran 

dan bunga angsuran  

Dapat mengetahui 

bagaimana surat perjanjian 

angsuran dan bunga 

angsuran jika pembayaran 

terlambat dari perjanjian 

24. Jumat, 3 April 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Melakukan diskusi 

mengenai perbedaan 

MPS dan Taksasi 

Dapat mengetahui 

perbedaan MPS dan 

Taksasi  

25. Senin, 6 April 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Ayu Aprilia, 

S.E. 

 

berdiskusi mengenai 

jenis penagihan  yaitu 

aktif dan pasif  

Mengetahui bagaimana 

pajak aktif dan pasif  

 

26.  

 

Selasa, 7 April 2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Berdiskusi mengenai 

alur SOP Penagihan 

di BPKPD    

 

Mengetahu bagaimana alur 

SOP penagihan di BPKPD  
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27. Rabu, 8 April 2020 

Penanggungjawab: 

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

 

Berdiskusi mengenai 

tahapan-tahapan cara 

penagihan pajak hotel  

dengan penagihan 

dengan penempelan  

stiker  

Mengetahui bagaimana 

tahapan cara penagihan 

pajak hotel dengan 

penepelan stiker  

 

28. Kamis, 9 April 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Meminta data terkait 

tentang pajak hotel 

Mendapatkan data yang 

dibutuhkan  

 

29. 

 

Senin, 13 April 

2020 

Penanggungjawab: 

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Tanya jawab perihal 

perbedaan warna 

pada setiap kertas 

Teguran  BAP  

 

Mengetahui warna setiap 

kertas yang untuk kantor dan 

untuk Wajib Pajak  

 

30. 

 

Selasa, 14 April 

2020 

Penanggungjawab:  

 Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Melakukan diskusi 

terkait alur  SOP 

Penagihan   

  

 

 

Dapat mengetahui alur SOP 

penagihan  

 

31. 

 

Rabu, 15 April 

2020 

Penanggungjawab  

Ibu Annisa Ayu 

 

Meminta data terkait 

pajak hotel  

 

Mendapatkan data yang 

dibutuhkan  
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Aprilia, S.E.   

32. Kamis, 16 April 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E.   

Melakukan diskusi 

perihal tata cara 

penagihan  

Dapat mengetahui 

bagaimana tahpan tahapan 

cara penagihan  

 

33.  

 

Jum’at, 17 April 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

 

Melakukan diskusi 

perihal 

SPTPD,SSPD.  

 

 

Mengetahui fungsi dan 

perbedaan dari kedua surat 

tersebut  

 

34. 

 

Senin, 20 April 

2020  

Penanggungjawab: 

Bapak Taufan  

 

 

Melakukan diskusi 

mengenai awal 

adanya penagihan 

dengan penempelan  

stiker  

 

 

 

Mengetahui awal mula 

adanya penagihan dengan 

penempelan stiker  

 

 

 

35.  

 

Selasa, 21 April 

2020  

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E. 

 

Melakukan diskusi 

terkait pembayaran 

pajak hotel  secara 

online   

 

Mengetahui bagaimana alur 

pembayaran pajak hotel  

secara online  

36. Rabu, 22 April 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Melakukan diskusi 

terkait pembayaran 

pajak hotel jika 

datang ke kantor 

Mengetahui cara pembayaran 

pajak hotel jika datang ke 

kantor BPKPD 
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Wuriastuti, S.E. BPKPD   

37. Kamis, 23 April 

2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Meminta data terkait 

pajak hotel  

Mendapat data yang 

dibutuhkan  

38. Selasa, 24 April 

2020 

Penanngungjawab: 

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Melakukan diskusi 

kembali tentang 

surat-surat yang 

dibawa saat 

melakukan penagihan  

Dapat mengingat kembali 

perihal surat-surat yang 

diperlukan saat akan 

melakukan penagihan  

 

 

39.  Senin, 27 April 

2020 

Penanggungjawab:  

Ibu Weda Ayu 

Wuriastuti, S.E. 

Meminta data terkait 

Pajak Hotel  

Mendapat data yang 

dibutuhkan  

40. Selasa, 28 April 

2020 

Penanggung 

jawab: 

Ibu Nurhayati S.E, 

M.M 

Meminta data 

keterkaitan dengan 

penagihan pajak hotel  

Mendapatkan data yang 

dibutuhkan 

41. Rabu, 29 April 

2020 

Penanggung 

Jawab: 

Ibu Nurhayati S.E, 

M.M 

Melakukan diskusi 

terkait pajak hotel 

dan alur penagihan 

yang tepat  

Mengetahui terkait pajak 

hotel dan alur penagihan 

yang benar  

42. Kamis, 30 April Meminta kekurangan Mendapatkan data yang 
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2020 

Penanggungjawab: 

Ibu Annisa Ayu 

Aprilia, S.E. 

data keterkaitan 

dengan penagihan 

pajak hotel  

dibutuhkan 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata, yaitu: 

a. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat 

dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Data dalam Laporan 

Praktek Kerja Nyata ini berupa hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan penulis dengan staff  BPKPD bidang penagihan pajak hotel. 

b. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung 

secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data dalam 

Laporan Praktek Kerja Nyata ini berupa Target dan Realisasi Tahun 

Anggaran 2011 s/d 2019, dan Target dan Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah Tahun Anggaran 2011 s/d 2019. 

 

 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata yaitu : 
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a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di BPKPD Kota 

Surabaya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, berdiskusi dan 

meminta bahan dari keterkaitan efektivitas pajak hotel. Penulis 

melakukan wawancara dengan narasumber dan melakukan kegiatan 

penagihan secara langsung bersama para petugas penagihan BPKPD 

Kota Surabaya untuk melakukan penagihan kepada para Wajib Pajak , 

yaitu : 

1. Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E. 

2. Ibu Annisa Ayu Aprilis, S.E. 

3. Bapak Taufan  

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain untuk 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari 

Undang-undang Perpajakan , internet, buku, artikel ilmiah, jurnal dan 

peraturan daerah terkait pajak hotel kota Surabaya.    

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah  

1) Studi Pustaka  

Studi Pustaka adalah kegiatan mengumpulkan data yang berasal dari 

Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, buku- buku, jurnal serta referensi lainnya yang 

berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. 

2) Observasi  

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat hasil pengamatan 

serta dilakukan secara sistematis dan terstruktur terhadap gejala yang 

terjadi. Pencatatan hasil dilakukan dengan alat rekam elektronik yang 

berhubungan dengan Laporan Praktek Kerja Nyata  

3) Wawancara 
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 Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan tanya 

jawab kepada narasumber di BPKPD Kota Surabaya. Wawancara 

dilakukan yaitu dengan: 

a. Ibu Weda Ayu Wuriastuti, S.E. 

b. Ibu Annisa Ayu  Aprilia, S.E  

c. Bapak Taufan   

Kutipan Wawancara :  

1). Topik : Mengenai alur atau  tata cara penagihan 

Narasumber  : Ibu Annisa Ayu  Aprilia, S.E 

“ alur penagihan yang dilakukan oleh BPKPD Kota Surabaya berawal 

dari pengecekan status Wajib Pajak, jika sudah membayar otomatis tidak 

akan dilakukan penagihan tetapi jika belum membayar atau melapor 

SPTPDnya akan dilakukan pemberian Surat Teguran”  

2). Topik :Awal Penempelan Stiker dilaksanakan  

Narasumber  : Bapak Taufan   

“ Awal dilaksanakannya penempelan stiker pada tahun 2017 dan 

penempelan stiker telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2017 “  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengamatan dari kegiatan penagihan pajak hotel dengan 

penempelan stiker. Penulis memperoleh kesimpulan dari hasil kegiatan mengenai 

epenagihan dengan penempelan stiker di BPKPD Surabaya sebagai berikut :  

1. Tata Cara penagihan Oleh BPKPD Kota Surabaya memiliki beberapa 

tahap yaitu  

1. Mencetak Surat Teguran dan BAP untuk diberikan kepada Wajib 

Pajak sebagai bukti bahwa belum melakukan atau membayar  

kewajiban perpajakannya. Surat Teguran I.II.dan III dan Penempelan 

Stiker merupakan bukti fisik yang kuat bahwa Wajib Pajak tersebut 

belum melakukan atau membayar SPTPD-nya.  

2. Penempelan Stiker merupakan pelaksanaan terakhir dari petugas untuk 

membuat efek jera pada Wajib Pajak yang tidak menghiraukan Surat 

Teguran I, II, dan III yang telah diberikan oleh petugas penagihan 

BPKPD. Dengan menempelkan Stiker berukuran 30 cm x 20 cm 

bertanda silang merah disekitaran hotel atau sudut-sudut yang bisa 

terlihat oleh orang banyak seperti di jendela atau di pintu masuk .  

2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel melalui penagihan dengan 

penempelan stiker pada tahun 2017 berada dalam kriteria sangat efektif 

karena persentase dari tahun 2017 s/d 2019 diatas 100% meskipun ada 

penurunan presentase di tahun 2019 tetapi untuk realisasinya tetap melebih 

target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya 

target penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah 

Daerah dan dibantu dengan bidang penagihan yang melakukan tugas 

penagihan dengan baik serta ide dan pelaksanaan Penagihan dengan 

Penempelan Stiker yang membawa dampak positif baik bagi petugas 
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Penagihan BPKPD maupun bagi Wajib Pajak karena penempelan stiker 

bisa membuat para Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak 

tepat waktu.  

3. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah ikut andil dalam menggali 

potensi pajak daerah serta penghitungan yang teliti sehingga realisasi yang 

didapat bisa melebihi target yang telah ditentukan pemerintah daerah  

khususnya BPKPD bidang penagihan dalam pelaksanaan penagihannya 

selain dengan surat teguran juga memiliki ide yang bagus yaitu dengan 

penempelan stiker. Penempelan stiker sangat berpengaruh terhadap 

kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya bayar pajak untuk kepentingan 

daerah . 

  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kegiatan dan kesimpulan diatas yang telah dibahas 

dalam Laporan Kegiatan ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah perlu meningkatkan 

kinerja para staff dalam melakukan penagihan baik dalam bentuk 

sosialisasi ke pada Wajib Pajak atau dengan penempelan sttiker agar dapat 

meningkatkan pendapatan pajak hotel sehingga pendapatan pajak hotel 

dapat terus meningkat.  

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah bisa menjadwalkan 

sesering mungkin untuk melaksanakan penagihan dikarena Objek Pajak 

hotel yang terus meningkat dengan jumlah  pada tahun ini berjumlah lebih 

dari 795 Objek Pajak hotel salah satunya hotel  baik non bintang, bintang 

satu, bintang dua, bintang tiga, bintang empat dan bintang lima.  

3. Perlu dilakukan kembali mengenai sosialisasi perihal kemudahan akan 

pelaporan dan pembayaran pajak hotel serta bentuk sanksi administrasi 

bagi pengusaha hotel yang tidak melakukan tanggung jawab pembayaran 

pajaknya baik yang letak hotel dekat dengan kota maupun yang jauh dari 

kota , agar baik dari pihak Wajib Pajak maupunpetugas tidak merasa 

dirugikan .  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang  
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Lampiran 2 Surat diterima Magang  
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Lampiran 3.  Surat Tugas Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


67 
 

Lampiran 4 Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 5. Daftar Kegiatan Bimbingan  
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Lampiran 6.  Surat Keterangan Selesai Magang  
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Lampiran 7 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 8 Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata  
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Lampiran 9  Target dan Realisasi BPKPD Surabaya  
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Lampiran Target dan Realisasi BPKPD Surabaya  
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Lampiran 10. . Lembaran BAP Penagihan Pajak  
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Surat Teguran  
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Lampiran  11 .Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 
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Lampiran 12.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 13.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011  
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Lampiran 14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor  1 tahun 2017  
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Lampiran 15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007  
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Lampiran 16.  Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


111 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


112 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


113 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


114 
 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


115 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


116 
 

 

Lampiran 17. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 
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Transkip Wawancara I 

 

Narasumber   : Weda Ayu Wuriastuti, S.E. 

Hari, Tanggal  : Senin, 09 Maret 2020  

Jam  : 09.00-10.30 

Tempat Wawancara : Ruangan Sub Bidang Penagihan BPKPD 

Kota Surabaya  

Topik Wawancara  :Tentang sistemdan alur  pemungutan pajak 

hotel di BPKPD Kota Surabaya  

Pewawancara  : Assalamualaikum  Ibu, maaf mengganggu 

waktunya Ibu Weda    

Narasumber  : Waalaikumsalam  mbak, ada yang bisa 

dibantu ? 

Pewawancara  : Begini Ibu ada yang ingin saya tanyakan 

perihal Pajak Hotel dan sistem dan alur  

pemungutannya kebetulan ini ada kaitannya 

dengan Tugas Akhir yang akan saya kerjakan 

Ibu   

Narasumber  : Silahkan mbak tanyakan saja apa yang belum 

dipahami  

Pewawancara  : Untuk sistem pemungutannya pajak di 

Surabaya itu ada Taksasi dan MPS ya bu ? 

untuk perbedaan keduanya apa ya ibu ? 
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Narasumber  : Iya, dulu ada Taksasi untuk Taksasi ini 

sistem pemungutan yang omzet dari hasil 

usaha Wajib Pajak ditentukan seberapa besar 

yang harus dilaporkan tetapi taksasi sudah 

tidak digunakan kembali karena banyak Wajib 

Pajak yang merasa omzet yang  ditetapkan 

terlalu besar . MPS ( Menghitung Pajak 

Sendiri) di sistem MPS ini pengusaha hotel 

sebagai Wajib Pajak bisa menghitung, 

membayarkan dan melaporkan sendiri omzet 

pajaknya .  

Pewawancara  : Seperti sistem pemungutan pajak Self 

Assessment  iya ibu , jadi dengan sistem 

pemungutan MPS ini dampaknya sangat 

berpengaruh dipemasukan pajak hotel di 

BPKPD ya ibu ?  

Narasumber  : Betul sangat berpengaruh, karena sistem 

yang diterapkan MPS sesuai dengan sistem 

pemungutan Self Assessment  memberikan 

kemudahan  pada pengusaha hotel untuk 

melakukan administrasi perpajakan. Hanya 

perlu melakukan pendaftaran di BPKPD Kota 

Surabaya , mengisi SPTPD dengan benar . 

NPWPD dan SPTPD berguna sebagai identitas 

diri untuk diterbitkannya SKPD. SPTPD ini 

berisis jenis usaha dan omset perbulan Wajib 

Pajak serta berapa pajak yang harus 

dibayarkan . 
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Pewawancara  : Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku ya Ibu ? 

Narasumber  : Jelas, semua yang saya jelaskan ada di 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 

Pewawancara  : Baik Ibu akan saya catat dengan baik . 

Terimakasih Ibu  

Narasumber  : Iya sama sama mbak . silahkan kalau ada 

yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali  
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Transkip Wawancara II 

 

Narasumber   :Bapak Taufan  

Hari, Tanggal  : Selasa, 17  Maret 2020  

Jam  : 09.00-10.00 

Tempat Wawancara : Ruangan Sub Bidang Penagihan BPKPD 

Kota Surabaya  

Topik Wawancara  : Awal adanya penagihan dengan penempelan 

stiker  

Pewawancara  : Assalamualaikum Bapak, maaf  mengganggu 

waktunya Bapak  

Narasumber  : Iya mbak, ada yang bisa Bapak bantu ? 

Pewawancara   : Ada yang ingin saya tanyakan perihal 

penagihan, untuk bahan peyusunan Tugas 

Akhir yang akan saya buat  

Narasumber : silahkan mbak ingin menanyakan apa ? 

Pewawancara  : Bentuk penagihan di BPKPD Kota Surabaya 

selain dengan pemberian Surat Teguran juga 

dengan Penempelan Stiker , bagaimana awal 

adanya ide penempelan stiker bapak ? 

Narasumber  : Penempelan stiker ini ide dari BPKPD 

sendiri, melihat dari sisi Wajib Pajak yang 

sudah kita sebagai petugas berikan Surat 

Teguran tetapi masih mengentengkan . kami 
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berupaya terus bagaimana para Wajib Pajak ini 

agar bisa taat dan membayar tepat waktu, 

karena kan  jika tidak membayar tepat waktu 

akan ada sanksi administrasi sangat 

disayangkan jika harus membayar sanksi 

disaat Wajib Pajak bisa menghindarinya . 

Terpikirkan untuk memberikan sesuatu kepada 

Wajib Pajak yang mengentengkan Surat 

Teguran yang akan membuat efek jera karena 

dan malu karena hadiah dari BPKPD yang 

akan dilihat banyak orang . Sehingga terlintas 

ide penempelan  stiker .        

Pewawancara  : penempelan stiker ini untuk pelaksanaannya 

dari tahun berapa ya bapak ? 

Narasumber  : Untuk tahun pelaksanaannya dari pihak 

BPKPD sudah melaksanakan dari tahun 2017  

Pewawancara   : Apakah penempelan stiker ini membawa 

dampak yang positif khususnya di Bidang 

Pengihan BPKPD bapak ? 

Narasumber   : Sangat positif , karena kami menempelkan 

stiker ini di hotel Wajib Pajak seperti di pintu 

masuk daerah sekita yang dekat dengan meja 

resepsionis sehingga semua orang buisa 

melihat bahwa hotel ini belum melaksanakan 

kewajiban membayar pajak .Iini membuat 

beberapa Wajib Pajak keesokan harinyaada 

yang langsung melunasi tanggung jawabnya . 

Sehingga penerimaan pajak daerah khususnya 

dari sektor pajak hotel terus meningkat .  
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Pewawancara  : Apakah  penempelan stiker ini telah 

tercantum  di peraturan daerah bapak ? 

Narasumber  : Sudah tercantum mbak , ada di dalam 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 

19 Ayat 1 point b  

Pewawancara  : Baik Bapak terimakasih atas waktunya . Saya 

akan mencatat dengan baik.  

Narasumber  : Sama sama mbak , jika ada yang kurang 

paham bisa tanyakan  kembali.  

Pewawancara  : Baik Bapak Assalamualikum  

Narasumber   : Waalaikumsalam     
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Transkip Wawancara III 

 

Narasumber  : Ibu Annisa Ayu Aprilia, S.E.   

Hari, Tanggal  : Jum’at, 13 Maret 2020 

Jam   : 09.00-10.00 

Tempat Wawancara  : Kantor Sub Bidang Penagihan BPKPD Kota 

Surabaya  

Topik Wawancara :   : Alur atau  tata cara penagihan  

Pewawancara  : Assalamualaikum Ibu , mohon maaf 

mengganggu waktunya sebentar  

Narasumber  : Waalaikumsalam  mbak , silahkan ada yang 

bisa dibantu ?  

Pewawancara  : ada yang ingin saya tanyakan terkait tata cara 

penagihan ibu,  ini ada keterkaitannya dengan 

saya yang akan menyusun Tugas Akhir  

Narasumber  : Untuk pelaksanaan penagihan kami sebagai 

petugas tidak langsung terjun ke lapangan 

tanpa membawa bukti. Yang diperlukan awal 

untuk pelaksanaan penagihan adalah 

mengecek terlebih dahulu apakah Wajib Pajak 

telah melaporkan atau membayar SPTPD-nya, 

jika belum petugas akan mencetak surat 

teguran beserta BAP . Kegunaan BAP ini 

sebagai surat tugas kami untuk membuktikan 

kepada Wajib Pajak bahwa kami melakukan 
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penagihan resmi . Setelah diterimanya Surat 

Teguran dan BAP Wajib Pajak memilik waktu 

7 hari untuk melunasi tanggungan pajak . Jika 

Wajib Pajak masih belum membayar juga akan 

diberikan kembali Surat Teguran II  dan BAP 

itu berlaku sama seperti Surat Teguran I dan  

Surat Teguran III dan BAP jika Wajib Pajak 

masih belum menyelesaikan tanggung 

jawabnya . Terakhir akan dilakukan 

penempelan stiker .     

Pewawancara  : Baik Ibu terimakasih atas penjelasannya . 

Saya akan mencatat dengan baik.  

Narasumber  : Sama sama mbak senang bisa membantu , 

jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi  

Pewawancara  : Baik Ibu , Assalamualaikum  

Narasumber  : Waalaikumsalam      
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